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ABSTRAK 

 

 

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan sosial yang hadir 

dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran yang akan 

disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berjumlah Rp 110.000. yang 

kini menjadi Rp 200.000 setiap bulannya melalui rekening bank penyalur yang akan 

digunakan untuk membeli bahan pangan seperti: beras, telur, sayur–sayuran dan 

sebagainya yang sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat. Peneliti mengambil 

lokus di gampong Blang Oi kecamatan Meuraxa kota Banda Aceh dikarenakan di 

gampong tersebut peresmian pertama kalinya program BPNT di kota Banda Aceh. 

Adapun tujuan dari penelitian ini hanya untuk menganalisis implementasi kebijakan 

sebuah program pemerintah yang dulunya bernama Raskin, kemudian berganti 

dengan nama Rastra dan melihat kebutuhan masyarakat sekarang pemerintah 

menganti dengan nama BPNT yaitu Bantuan Pangan Non Tunai. Jenis analisis data 

dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data 

berupa: observasi, wawancara dan dokumentasi digampong Blang Oi. Hasil dari 

penelitian ini menjukkan bahwa sejauh ini program BPNT sudah sangat membantu 

dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi keluarga yang kurang mampu. Kemudian 

disaat pandemin Covid-19 ini banyak kepala keluarga yang di Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) kemudian sulitnya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, 

dengan kejadian ini pemerintah memutuskan member kenaikan bantuan yang dulunya 

Rp 110.000 menjadi Rp 200.000 perbulannya. Diprogram BPNT ini juga para 

Keluarga penerima manfaat bebas memilih kebutuhan yang diinginkan. Hambatan 

dari program BPNT ini dalam proses pendataan penduduk yang mana pemerintah 

akan member memberikan bantuan BPNT kepada masyarakat yang telah mendaftar 

di Dinas Sosial yang syarat utamanya penduduk asli gampong Blang Oi, dan 

hambatan lainnya dalam proses penyedian stok barang, yang mana terjadi bebas 

masyarakat bebas memilih kebutuhannya jadi stok beberapa bahan pahannya habis 

dan akan didapatkan diminggu berikutnya atau pada saat pengambilan bansosnya 

selanjutnya. 

 

Kata kunci: Program bantuan pangan non tunai, implementasi 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

  

A. Latar Belakang Masalah 

Kemiskinan merupakan salah satu masalah paling besar yang dihadapi setiap 

negara.
1
 Definisi tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekedar ketidakmampuan 

memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan 

berusaha, sehingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. 

Dalam arti sempit, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang 

untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, kemiskinan merupakan fenomena 

multiface atau multidimensional. Menurut Kurniawan, kemiskinan adalah apabila 

pendapatan suatu komunitas atau kelompok masyarakat berada dibawah satu garis 

kemiskinan tertentu.
2
 

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan warga suatu Negara dalam memenuhi 

kebutuhan hidup seperti kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, 

kesehatan dan minimnya lapangan kerja. Kemiskinan juga dapat diakibat dari 

ketidakdemokrasian bagi masyarakat yang mencerminkan hubungan kekuasaan serta 

menghilangkan kemampuan warga negara dalam memutuskan setiap masalah yang menjadi 

                                                             
1
 Sulastomo, Sistem Jamainan Nasional: Mewujudkan Amanat Konstitusi. (Jakarta: PT. Gramedia 

Pustaka Utama, 2011) hlm. 14. 
2
 Ali Khomsan, dkk, Indikator Kemiskinan dan Miklasifikasi Orang Miskin, (Jakarta: Fakultas 

Ekologi Manusia IPB Bekerjasama dengan Yayasan Obor Indonesia, 2015) hlm. 1.  
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pusat perhatian mereka sendiri, sehingga masyarakat mayoritas penduduk kurang 

memperoleh lahan dan alat-alat teknologi dan sumberdaya daya seperti pendidikan, kredit, 

serta akses pasar. Adapun penyebab lain dari kemiskinan itu antara lain: tingkat 

pengangguran yang tinggi, tingkat kesehatan fisik yang memprihatinkan, redahnya tingkat 

pendidikan dan kesehatan, serta hidup dalam lingkungan yang sulit mendapatkan pekerja.
3
  

Salah satu upaya pemerintah Indonesia guna untuk menanggulangi kemiskinan 

salah satunya adalah melalui program Jaminan Sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). 

Program Bantuan Pangan Non Tunai merupakan reformasi dari Program subsidi Beras 

Sejahtera (Rastra) yang dilaksanakan berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia 

untuk meningkatkan efektifitas dan ketepatan sasaran program, serta untuk mendorong 

inklusi keuangan. 

Dalam lima tahun terakhir jumlah penerimaan bantuan sosial (bansos) terus 

meningkat seiring dengan peningkatan anggaran. Tujuan dari penyaluran bantuan sosial 

dan subsidi secara non tunai agar penyalurannya memenuhi 6T yaitu : tepat sasaran, tepat 

administrasi, tepat jumlah, tepat manfaat, tepat waktu dan tepat kualitas. Untuk 

mewujudkan 6T kementerian sosial melakukan transpormasi bantuan Beras Sejahtera 

(RASTRA) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang mana KPM sebelumnya 

menerima beras sekarang beralih ke BPNT menerima uang untuk di belanjakan bahan 

pangan seperti: beras, telur, sayur-sayuran dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan. 

                                                             
3 Edi Suharto, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, (Bandung:Alvabeta, 2013) hlm. 74-75 
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Bantuan Pangan Non Tunai yang disingkat dengan BPNT merupakan bantuan yang 

disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima 

Manfaat (KPM) paling sedikit senilai Rp 110.000 diberikan setiap bulannya melalui 

rekening bank dan kemudian dapat digunakan untuk membeli bahan pangan yang 

dibutuhkan.
4
 Adapun dasar hukum kebijakan program Bpnt adalah sebagai berikut: 

“Peraturan menteri sosial Republic Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang 

Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.
5
” 

 

BPNT merupakan program penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan 

Ekonomi oleh pemerintah yang diberikan  melalui kupon elektronik (e-voucher). E-voucher 

ini selanjutnya digunakan oleh penerima manfaat untuk membeli beras dan telur, sesuai 

jumlah dan kualitas yang diinginkan. Masyarakat hanya bisa memilih dua dari bahan 

pangan tersebut. Dengan demikian, tujuan Program BPNT selain meningkatkan ketepatan 

sasaran masyarakat penerima, juga untuk memberikan nutrisi yang lebih seimbang, yaitu 

memberikan beberapa pilihan bisa telur saja, beras saja, atau bahkan bisa memilih 

keduanya sesuai dengan ketentuan e-voucher, mendorong usaha eceran masyarakat, serta 

memberikan akses jasa keuangan pada masyarakat miskin, dan mengefektifkan anggaran.  

Adapun penyaluran BPNT mulai dilaksanakan pada tahun 2017 di beberapa daerah 

terpilih yang memiliki akses dan fasilitas memadai.
6
 Penyaluran BPNT dilaksanakan secara 

                                                             
4  Peraturan menteri sosial Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 di akses pada 06 Januari 2020 

pada situs: http://pusdatin.kemensos.go.id 
5 Kenali lebih dekat program bantuan pangan non tunai di akses pada 6 Januari 2020 pada situs: 

http://www.kemsos.go.id/ 
6
  Ibid, hlm. 2.  

http://pusdatin.kemensos.go.id/
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bertahap mulai tahun 2017 di beberapa daerah terpilih di Indonesia dengan akses dan 

fasilitas memadai. Selain untuk memberikan pilihan pangan, penyaluran BPNT juga 

dilakukan melalui sistem perbankan untuk mendukung perilaku produktif masyarakat 

melalui fleksibilitas waktu penarikan bantuan dan akumulasi aset melalui kesempatan 

menabung. Penyaluran BPNT diharapkan memberi dampak bagi peningkatan kesejahteraan 

dan kemampuan ekonomi penerima manfaat melalui akses yang lebih luas terhadap layanan 

keuangan.
7
 

Aceh adalah provinsi di Indonesia yang menduduki peringkat pertama termiskin di 

wilayah Sumatra Indonesia.
8
 Jumlah masyarakat miskin di Aceh pada Maret 2019 

mencapai 819.44 juta orang atau 15,32% Angka tersebut berkurang dibandingkan dengan 

masyarakat miskin pada September 2018 yang berjumlah 831.50 orang atau 15,68% dari 

keseluruhan penduduk Aceh dengan peringkat kedua diduduki oleh provinsi Bengkulu yang 

pada Maret 2019 mencapai 302.30 juta orang atau 15,23%. Sedangkan di nasional Aceh 

menempati urutan ke-enam setelah Papua (27,53%), Papua Barat (27,17%), Nusa Tenggara 

Timur (21,09%), Maluku (17,69%), dan Gorontalo (15,52%).
9
  

Banda Aceh merupakan Ibu kota Provinsi Aceh. Penyaluran BPNT mulai dilakukan 

di kota Banda Aceh pada 2018 lalu kepada 6.421 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 

                                                             
7
  Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pedoman Pelaksanaan 

Bantuan pangan Non tunai, (Jakarta: 2017), hlm, iii. 
8
 M. Tafiqqurahman, Aceh termiskin di Sumatra, detik news, 15 Januari 2019 

https://news.detik.com/berita/d-4385686/aceh-provinsi-termiskin-di-sumatera 
9
 BPS, Persentase Penduduk Miskin menurut Provinsi 2017-2019, diakses pada  4 Oktober 2019 dari 

situs https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/01/15/1549/persentase-penduduk-miskin-pada-september-

2018-sebesar-9-66-persen.html.  

https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/01/15/1549/persentase-penduduk-miskin-pada-september-2018-sebesar-9-66-persen.html
https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/01/15/1549/persentase-penduduk-miskin-pada-september-2018-sebesar-9-66-persen.html
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dalam wilayah kota Banda Aceh yang pemusatan penyaluran dilakukan di gampong Blang 

Oi kecamatan Meuraxa kota Banda Aceh
10

, dengan jumlah KPM yang menerima BPNT 

adalah 594.
11

  

Sebagai Gampong pemusatan dalam penyaluran BPNT oleh pemerintah Kota Banda 

Aceh, tidak jarang terjadinya permasalahan seperti dipersulitnya masyarakat karena BPNT 

setiap bulannya diberikan melalui rekening bank, kemudian pihak bank memberikan kartu 

Elektronik Warong Gotong Royong (e-warong) sehingga masyarakat bisa menggunakan 

kartu tersebut untuk membeli kebutuhan pangan seperti beras dan telur. Kemudian bukan 

hanya itu saja yang menjadi permasalahannya tetapi juga setelah pengambilan kartu E-

warong masyarakat juga wajib ke warung yang telah terdaftar sebagai agen bank, 

perdagangan/pihak lain yang telah bekerja sama dengan pihak bank penyalur bantuan 

sosial. Setelah melakukan proses tersebut barulah masyarakat bisa membeli kebutuhan 

pangan. Dan tidak hanya masalah itu saja, seperti yang terjadi pada program beras sejahtera 

(rastra) dulu sampai sekarang pun masih terjadi yaitu ketidak adilan terhadap penerima 

KPM dikarenakan belum masuk ke data yang berbasis terpadu yaitu Data Terpadu 

Kesejateraan Sosial (DTKS). 

                                                             
10

  Website Kota Banda Aceh, Wali Kota Banda Aceh Luncurkan Bantuan Pangan Non Tunai, 

diakses pada 7 Desember 2019 dari situs https://bandaacehkota.go.id/berita/9581/wali-kota-banda-aceh-

luncurkan-bantuan-pangan-non-tunai.html 
11

 Data jumlah KPM Kota Banda Aceh, 2019 diakses pada 7 Desember 2019 dari situs 

http://data.bandaacehkota.go.id/index.php/dataset/jumlah-penerima-bantuan-pangan-non-tunai-bpnt-per-

kecamatan/resource/ff6af341-59bd-49ed-87fd-cf928ff81b67 

https://bandaacehkota.go.id/berita/9581/wali-kota-banda-aceh-luncurkan-bantuan-pangan-non-tunai.html
https://bandaacehkota.go.id/berita/9581/wali-kota-banda-aceh-luncurkan-bantuan-pangan-non-tunai.html
http://data.bandaacehkota.go.id/index.php/dataset/jumlah-penerima-bantuan-pangan-non-tunai-bpnt-per-kecamatan/resource/ff6af341-59bd-49ed-87fd-cf928ff81b67
http://data.bandaacehkota.go.id/index.php/dataset/jumlah-penerima-bantuan-pangan-non-tunai-bpnt-per-kecamatan/resource/ff6af341-59bd-49ed-87fd-cf928ff81b67
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Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul 

penelitian “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 

(Studi Kasus di Gampong Blang Oi Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh)” 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Implementasi kebijakan program BPNT  di gampong Blang Oi 

Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh? 

2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan program BPNT di gampong Blang Oi 

Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh?   

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi kebijakan program BPNT di 

gampong Blang Oi Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. 

2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan program BPNT di gampong 

Blang Oi Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Akademik yaitu: Dapat menjadi sebuah ilmu pengetahuan, menambah 

wawasan, dan  menjadi sumber  untuk menulis karya ilmiah bagi penulis 

lainnyan di Akademik. 
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2. Bagi Pemerintah yaitu: sebagai pembuat kebijakan dan pemberi pelayanan, 

pemerintah dapat masukan dalam melaksanakan program kebijakan  

3. Bagi masyarakat umum yaitu: sebagai penerima pelayanan maka masyarakat 

dapat mendapatkan pelayanan yang baik. 

E. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian 

sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang 

dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai 

referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penulisan penulis. Berikut merupakan 

penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis. 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahda sulukin nisa (2019) yang meneliti tentang 

“Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan 

Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Studi Kasus di 

Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan). Berdasarkan 

hasil penelitian menunjukkan bahwa:  Implementasi program BPNT di Desa 

Merak Batin ini belum dapat memenuhi indikator 6T ketepatan BPNT, dimana 6T 

ini sangat berpengaruh terhadap kesuksesan suatu program BPNT di Desa Merak 

Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Dari indikator 6T bahwa 

pada kenyataan di lapangan program BPNT ini hanya dapat memenuhi 3 

indikator yaitu tepat jumlah, tepat kualitas dan tepat harga. Program BPNT di 
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Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan ini tidak 

berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga penerimanya. Karena program 

BPNT di Desa Merak Batin Kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan ini 

hanya dapat menenkan biaya pengeluaran rumah tangga miskin dalam membeli 

beras dan telur, sehingga uang yang mereka miliki dapat dimanfaatkan atau 

digunakan untuk kepentingan yang lain. menurut Ekonomi Islam dapat dilihat 

dari nilai-nilai Ekonomi Islam yaitu hanya dapat memenuhi tanggung jawab dan 

tafakul (Jaminan Sosial) saja. Jadi program ini sebagai bentuk jaminan sosial dan 

tanggung jawab pemerintah untuk masyarakat dalam mendorong terciptanya 

hubungan yang baik diantara pemerintah dan masyarakatnya.”
12

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Eko Yudianto Yunus (2019) yang meneliti tentang 

“Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan 

Kanigaran Kota Probolinggo”. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: 

Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-Warong di 

Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dengan menggunakan teori Van Meter 

Van Horn adalah ukuran dan tujuan kebijakan juga menjelaskan bagaimana 

implementasi suatu kebijakan dilaksanakan. Akan tetapi Masyarakat hanya 

mengetahui garis besarnya saja. Tujuan program Bantuan Pangan ini belum 

                                                             
12

  Ahda Sulukin Nisa, Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) guna meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi islam” (studi kasus di Desa Merak Batin Kecamatan 

Natar Kabupaten Lampung Selatan), Skripsi, 2019,  Fakultas ekonomi dan bisnis islam Universitas islam 

Negeri Raden intan lampung. 
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berjalan dengan semestinya seperti dalam meningkatkan ketetapan sasaran dan 

waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM. Selain itu, sikap dari beberapa 

Implementor tidak bertanggung jawab atas tugasnya, sehingga masyarakat 

mengeluh karena sering terjadi masalah pada mesin EDC.
13

 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nadira Ilma (2019) yang meneliti tentang  

Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)  Di Kota Sukabumi 

(studi kasus kecamatan Citamiang). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 

bahwa: implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di 

Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi  dikatakan belum cukup baik dalam 

pelaksanaannya. peneliti melakukan penelitian dengan mengacu pada teori Van 

Metter & Van Horn yaitu: Pertama, Ukuran dan tujuan kebijakan, belum berjalan 

dengan sebagaimana mestinya. Kedua,  Sumber daya masih perlu diperhatikan 

agar jumlah pelaksana BPNT sesuai dengan yang dijelaskan dalam Peraturan 

Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2017. Selain itu sumber dana dalam kebijakan 

ini belum sepenuhnya berjalan dengan lancer. Ketiga, Karakteristik Agen 

Pelaksana dilihat dari ketidaktahuan para pelaksana mengenai dasar aturan yang 

menjadi acuan penyaluran BPNT. Keempat, Sikap atau kecenderungan 

(Disposition) para pelaksana Sikap sudah berjalan dengan baik. Kelima,  

Komunikasi antar instansi terkait yaitu komunikasi antar instansi yang tekait yaitu 

                                                             
13

  Eko Yudianto Yunus, Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan 

Kanigaran Kota Probolinggo, Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Panca Marga Probolinggo, 2019,  Volume 9 Nomor 2  
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Dinas Sosial Kota Sukabumi dengan kelurahan-kelurahan di Kecamatan 

Citamiang Kota Sukabumi dalam pelaksanaan BPNT belum sesuai dengan 

tugasnya sebagai tim koordinasi dikarenakan masih terdapat beberapa tugas tim 

koordinasi yang belum dikerjakan dengan maksimal. Keenam, Lingkungan 

ekonomi, Faktor lingkungan eksternal yang menjadi mendukung agar pelaksaan 

dari sebuah kebijakan pemerintah dapat dilaksanakan dengan kondusif.
14

 

Dalam penelitian yang peneliti lakukan terdapat beberapa persamaan dan perbedaan 

dengan penelitian terdahulu. Adapun persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang 

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan metode penelitian yang sama-sama 

mengunakan metode kualitatif.   

Sedangkan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian sekarang adalah 

sebagai berikut: Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Ahda sulukin nisa (2019) yang 

meneliti tentang “Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) guna 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi islam” (studi kasus di 

Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan). Sedangkan pada 

penelitian sekarang meneliti tentang Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan 

Non Tunai (BPNT) di gampong Blang Oi Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. Kedua, 

Penelitian yang dilakukan oleh  Eko Yudianto Yunus (2019) yang meneliti di Kecamatan 

Kanigaran Kota Probolinggo, sedangkan pada penelitian sekarang dilakukan di Kecamatan 

                                                             
14

 Nadira Ilma, Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)  Di Kota Sukabumi 

(studi kasus kecamatan Citamiang), Skripsi, 2019, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu 

Administrasi Dan Humaniora  Universitas Muhammadiyah Sukabumi (Ummi). 
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Meuraxa Kota Banda Aceh. Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Nadira Ilma (2019) 

yang meneliti di Kota Sukabumi, sedangkan pada penelitian sekarang dilakukan di kota 

BandaAceh. 

Berdasarkan uraian diatas, maka perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu adalah: redaksi judul, lokasi penelitian dan kajiannya. Dari perbedaan itulah 

peneliti meneliti dengan judul penelitian “Implementasi Kebijakan Program Bantuan 

Pangan Non Tunai di gampong Blang Oi Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh.”  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Konsep Kebijakan Pemerintah 

 Menurut Thomas R. Dye memberikan pengertian dasar mengenai kebijakan Publik 

sebagai apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan 

Easton memberikan pengertian kebijakan Publik sebagai pengalokasian nilai-nilai 

kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannnya mengikat, sehingga cukup 

pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan 

tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan 

bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.
15

 

 Sedangkan menurut Carl J. Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino 

mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, 

kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-

hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan 

tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukan bahwa ide 

kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang 

penting dari definisi  kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukan apa 

yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada 

suatu 

                                                             
15

 Hessel Nogi Tangkilisan, Kebijakan Publik yang Membumi, (Yogyakarta: Lukman Offset, 2003) 

hlm. 2 
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masalah. Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih 

menjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli.  

Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab memberikan 

beberapa pedoman sebagai berikut: 

a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan 

b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi 

c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan; 

d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan 

e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai 

f. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun 

implisit 

g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu  

h. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang 

bersifat intra organisasi 

i. Kebijakan publik meski tidak ekslusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga 

pemerintah 

j. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif. 

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang 

dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Di samping itu 

dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal 
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seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, 

peraturan pemerintah daerah/provinsi,  keputusan  gubernur, peraturan  daerah  

kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. Secara terminologi pengertian kebijakan 

publik (public policy) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita 

mengartikannya.
16

 

Menutrut Robert Eyestone mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan 

antara unit pemerintah dengan lingkungannya.” Banyak pihak beranggapan bahwa definisi 

tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan 

publik dapat mencakup banyak hal. Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari 

kebijakan publik, yaitu:  

1. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena  

maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional. 

2. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya 

jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.
17

 

Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah 

sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di tengah masyarakat, baik 

secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan 

masyarakat.  James E. Anderson sebagaimana dikutip Islamy mengungkapkan bahwa 

kebijakan adalah   “a purposive course of action fol- lowed by an actor or set of actors in 

                                                             
16

  Ibid, hlm. 3. 
17

  Ibid, hlm. 4. 
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dealing with a problem or matter of concern” (Serangkaian tindakan yang mempunyai 

tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku 

guna memecahkan suatu masalah tertentu). 

Kebijakan publik menurut Thomas Dye adalah apapun pilihan pemerintah untuk 

melakukan atau tidak melakukan (public policy is whatever government choose to do or 

not to do). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan  publik  mencakup  sesuatu  yang  

tidak  dilakukan  oleh  pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik, 

misalnya pemerintah tidak membuat kebijakan ketika mengetahui bahwa ada jalan raya 

yang rusak. James E. Anderson mendefinisikan bahwa kebijakan publik sebagai kebijakan 

yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bawa 

kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah. Dalam 

konteks modul ini kebijakan publik dipahami sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh 

pejabat atau badan pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya bidang pendidikan, politik, 

ekonomi, pertanian, industri, pertahanan, dan sebagainya.
18

 

Keberhasilan kebijakan suatu program dikaji berdasarkan perspektif proses 

implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses implementasi, program 

pemerintah akan dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk, arahan 

dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain 

cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan 

pada perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil apabila program membawa dampak 

                                                             
18

  Ibid, hlm. 13. 
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seperti yang diinginkan dan sesuai dengan tujuan. Suatu program mungkin saja berhasil 

dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau 

sebaliknya. 

B. Konsep Implementasi 

Konsep implementasi semakin banyak dibicarakan karena banyaknya pakar yang 

memberikan definisikan implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap proses sebuah 

kebijakan pemerintah. Wahab dan beberapa pakar lainnya mengemukakan bahwa tahapan 

implementasi pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan 

pemerintah selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan.
19

 Ada dua model yang 

terdapat dalam tahap implementasi kebijakan, yaitu model top down dan model bottom up. 

Kedua model ini terdapat pada setiap proses pembuatan kebijakan. Model elit, model 

proses dan model inkremental dianggap sebagai gambaran pembuatan kebijakan 

berdasarkan model top down. Sedangkan gambaran model bottom up dapat dilihat pada 

model kelompok dan model kelembagaan. 

Implementasi dianggap sebagai bagian utama dari tahap yang sangat menentukan 

dalam proses kebijakan. Implementasi dilihat dari segi lainnya merupakan suatu fenomena 

yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran 

(Output), maupun sebagai suatu dampak (Outcome). Dalam konsteks kebijakan suatu 

produk diimplementasikan dan konseptualisasikan sebagai suatu proses atau serangkaian 

                                                             
19

 Akib, Haedar Dan Antonius Tarigan, Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, 

Model Dan Kriteria Pengukurannya, Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2008, (Universitas Pepabari Makassar, 

2008) hlm. 117 
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keputusan serta tindakan yang ditujukan agar keputusan-keputusan dapat diterima oleh 

lembaga legislatif sehingga bisa dijalankan, implementasi juga bisa diartikan dalam konteks 

keluaran, atau sejauh mana tujuan tujuan yang telah direncanakan mendapat dukungan.
20

  

Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan 

pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk 

menghasilkan output atau outcome bagi masyarakat. Implementasi kebijakan merupakan 

tahapan pembuatan keputusan, seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, 

keluarnya sebuah peraturan eksekutif, dan keluarnya keputusan pengadilan, atau keluarnya 

standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi 

beberapa aspek kehidupannya. Walaupun sebuah kebijakan diambil secara tepat, tetapi 

kemungkinan kegagalanpun masih bisa terjadi, jika proses implementasinya tidak tepat. 

Bahkan sebuah kebijakan yang handal sekalipun jika diimplementasikan secara tidak baik 

dan optimal, maka kebijakan tersebut gagal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan para 

pembuatnya. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa implemetasi kebijakan pada substansinya 

adalah cara yang tepat untuk melaksanakan agar sebuah kebijakan yang baik dapat 

mencapai tujuan sebagimana yang telah ditetapkan oleh para pembuat kebijakan.
21

 

Mengenai implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Gampong Blang Oi 

Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh Peneliti ingin mengkaji kebijakan bansos tersebut 

                                                             
20

 Ismet Susila, Implementasi Dimensi Layanan Public dalam Konteks Otonomi Daerah, 

(Yogyakarta: CV. Budi utama, 2015), hlm. 42.  
21

  Yulianto Kadji, Formulasi dan Implementasi Kebijakan publik dalam fakta Realitas, (Gorontalo: 

UNG Press, 2015), hlm. 46. 
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menggunakan metode dari George C. Edward III dalam buku Safri dan Setyoko 

menyatakan bahwa implementasi kebijakan terbagi dari 4 faktor yaitu
22

: 

1. Komunikasi 

Menurut Edwards, komunikasi merupakan proses penyampaian informasi 

komunikator kepada komunikan. Komunikasi dapat dilakukan secara lisan maupun 

verbal sehingga mudah dimengerti pihak penerima informasi. Informasi mengenai 

kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku 

kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan siapkan dalam 

menjalankan kebijakan sehingga tujuan dan sasarannya tercapai dengan yang 

diharapkan.  

2. Sumberdaya 

Gunanya untuk mendukung kebijakan yang efektif lebih di utamakan dalam 

memberikan informasi, menyangkut staff yang berwenang dan fasilitas yang 

memadai. 

3. Sikap implementor (sikap pelaksana) 

Sikap pelaksana dalam berkomitmen untuk mewujudkan sebuah kebijakan yang 

terdapat beberapa kemungkinan baik dalam penerimaan/penolakan dan bisa juga 

bersifat netral. Supaya implementasi kebijakan dapat berjalan efektif, maka segenap 

upaya harus dilakukan oleh pembuat kebijakan agar isi dan tujuan kebijakan sesuai 

                                                             
22 Implementasi Kebijakan BPNT, diakses pada tanggal 27 Januari 2020 pada situs 

Http://digibli.uinsgd.ac.id 
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dengan keinginan para implementor melalui pemahaman setiap individu akan arah 

kebijakan yang mereka kerjakan/implementasikan. Disamping itu para pelaksana 

juga harus memahami atau mengetahui apa yang harus dikerjakan, mereka juga 

harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.  

4. Struktur birokrasi. 

Merupakan suatu badan yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Gunanya 

struktur ini untuk dapat memecahkan sebuah masalah dalam kebijakan sosial. 

Mazmanian dan Sabatier mengatakan bahwa: Implementasi kebijakan adalah 

pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun 

dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif atau keputusan 

badan peradilan, dan keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, 

serta menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara 

untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya. Implementasi kebijakan 

sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran 

keputusankeputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran 

birokrasi, melainkan lebih dari itu, dia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa 

yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh sebab itu tidak salah jika dikatakan 

implementasi kebijakan merupakan aspek atau dimensi yang penting dari keseluruhan 

proses kebijakan.
23

   

                                                             
23

  Ibid, hlm. 47. 
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Dengan demikian bahwa implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang 

dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta 

yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-

keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk 

mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan teknis operasional dalam kurun waktu 

tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-

perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu 

ditekankan di sini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum 

tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan 

kebijakan. Dengan demikan, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang 

ditetapkan dan dana serta sumber daya lainnya disediakan untuk membiayai implementasi 

kebijakan tersebut.
24

 

C. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 

Bantuan Pangan Non Tunai merupakan bantuan sosial yang hadir dengan tujuan 

untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta 

untuk mendorong keuangan inklusif. BPNT dilakukan melalui system perbankan dengan 

tujuan dapat mendukung perilaku produktif dari penerima bantuan serta meningkatnya 

transparansi dan akuntabilitas program dalam mengontrol, memantau, dan mengurangi 

penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan program.  

                                                             
24

  Ibid, hlm. 49.  
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Bantuan Pangan Non Tunai yang disingkat dengan BPNT merupakan bantuan yang 

disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima 

Manfaat (KPM) paling sedikit senilai Rp 110.000 diberikan setiap bulannya melalui 

rekening bank dan kemudian dapat digunakan untuk membeli bahan pangan yang 

dibutuhkan.
25

  

Adapun dasar hukum kebijakan program BPNT adalah sebagai berikut: 

1. UU No. 25/Tahun 2009 tentang Pelayanan Public 

2. UU No. 13/Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin 

3. UU No. 18/Tahun 2012 tentang Pangan 

4. UU No. 23/Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

5. Perpres No. 82/Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif 

(SNKI) 

6. Perpres No. 63/Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non 

Tunai  (BSNT) 

7. Arahan presiden 26 Maret 2017, 16 April 2017, 19 Juli 2017 

8. Peraturan menteri sosial Republic Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang 

Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.
26

 

 

Sebagai salah satu program bantuan pemerintah, BPNT merupakan reformasi dari 

program Beras Sejahtera yang disalurkan secara non tunai dengan bertransformasi dari 

bantuan pola subsidi menjadi bantuan sosial pangan. BPNT merupakan Program 

Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi yang mulai dilakukan  pada tahun 

Anggaran 2017 yang  penyaluran manfaat Beras Miskin dilakukan melalui kupon 

elektronik (E-voucher). E-voucher ini selanjutnya digunakan oleh Keluarga Penerima 

                                                             
25  Peraturan menteri sosial Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 di akses pada 06 Januari 2020 

pada situs : http://pusdatin.kemensos.go.id 
26 Kenali lebih dekat program bantuan pangan non tunai di akses pada 6 Januari 2020 pada situs: 

http://www.kemsos.go.id/ 

http://pusdatin.kemensos.go.id/
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Manfaat (KPM) untuk membeli beras serta bahan pangan lainnya, sesuai jumlah dan 

kualitas yang diinginkan. KPM merupakan penduduk dengan kondisi sosial ekonomi 25% 

terendah didaerah pelaksanaan. Dengan demikian, tujuan Program BPNT  selain 

meningkatkan ketepatan sasaran, juga untuk memberikan nutrisi yang lebih seimbang, 

memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM, mendorong usaha eceran 

masyarakat, serta memberikan akses jasa keuangan pada masyarakat miskin, dan 

mengefektifkan anggaran. Selain itu, penyaluran bantuan pangan secara non tunai juga 

diharapkan dapat berdampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi 

penerima manfaat.
27

  

1. Tujuan dan Manfaat BPNT 

Berikut merupakan tujuan dari BPNT: 

a) Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian 

kebutuhan pangan 

b) Memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM 

c) Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaanBantuan Pangan 

bagi KPM 

d) Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam 

memenuhi kebutuhan pangan 

                                                             
27  Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pedoman 

Pelaksanaan Bantuan pangan  Non tunai,…, hlm, 2. 
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e) Mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable 

Development Goals/ SDGs).
 28

 

Program dari BPNT bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran KPM dalam 

kategori masyarakat yang berpenghasilan rendah melalui pemberian bantuan sosial pangan 

yaitu BPNT. Dalam sebuah keberhasilan program BPNT sangat ditentukan oleh enam 

aspek (6T) yakni: tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas dan 

tepat administrasinya. Dari ke enam aspek tersebut sampai detik ini masih menjadi 

permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial pangan, baik dalam bentuk program Bansos 

Rastra maupun BPNT. 

Untuk menangani dan menyelesaikan terkait 6T yang menjadi penyebab 

permasalahan penyaluran bantuan pangan, maka sangat diperlukan suatu Sistem 

Pengelolaan Pengaduan (SPP) yang diharapkan agar dapat memberikan akses partisipasi 

bagi masyarakat dalam rangka mendukung keberhasilan program kebijakan BPNT. SPP 

dibangun menggunakan aplikasi LAPOR! yang mencakup saluran dalam jaringan yang 

berbentuk pesan singkat (SMS) dan website. Sedangkan saluran luar berupa tatap muka, 

surat, surat kabar, telephon dan sebagainya. Sistem pengelolaan pengaduan ini meliputi 

penerimaan dan pendokumentasian masalah, fasilitas proses dalam penyelesaian masalah, 

dan pemantauan masalah hingga dinyatakan selesai. Prinsip yang digunakan dalam 

pengelolaan pengaduan Bansos pangan yaitu: 

                                                             
 
28

  Ibid, hlm. 3. 
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1. Bersifat rahasia. 

Yang dimaksud disini yaitu identitas sipengadu dirahasiakan kecuali 

pengadu menghendaki sebaliknya. 

2. Berjenjang  

Pengaduan yang masukk ditangani oleh pengelolaan pengaduan Bansos 

Pangan pada jenjang yang dimana terjadinya peristiwa tersebut. Apabila 

pengaduan tidak berhasil maka pengaduan tersebut akan dibawa ke jenjang 

diatasnya. 

3. Transparansi. 

Sebisa mungkin masyarakat harus diberitahu dan dilibatkan dalam proses 

penanganan pengaduan. 

4. Professional 

Penanganan pengaduan harus sesuai dengan ruang lingkup kasusnya. 

5. Akuntabel 

Proses pengelolaan pengaduan dan tindak lanjutnya harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 

6. Objektif 

Penanganan pengaduan ditangani secara adil dan tidak akan memihak 

7. Kemudahan 
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Sistem pengaduan dirancang untuk memudahkan masyarakat menyampaikan 

pengaduan dengan menyediakan berbagai media dan saluran pengaduan 

disetiap jenjang 

8. Kerjasama 

Setiap kegiatan penanganan pengaduan masyarakat harus dilaksanakan 

dengan kerjasama yang baik antar pejabat yang berwenang dan 

bertanggungjawab dalam mekanisme, tata kerja, dan prosedur yang berlaku. 

9. Cepat dan akurat 

Setiap adanya pengaduan maka harus cepat ditangani berdasarkan informasi 

yang akurat. 

10. Tercatat 

Semua pengaduan wajib dicatat (secara elektronik) dan dapat ditelusuri 

proses penanganannya. 

Unit pengelolaan ditingkat provinsi dan kabupaten/kota menjadi tanggung jawab 

kepala daerah, dalam hal ini dikoordinasikan oleh tim koordinasi bantuan sosial pangan 

provinsi dan kabupaten/kota. Unit pengelolaan pengaduan ditingkat provinsi dan 

kabupaten/kota melibatkan yaitu: Dinas Sosial, Perum Bulog dan Himpunan Bank Negara ( 

bank penyalur).  
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Skema pengoraginasian SPP Bansos tingkat Provinsi 

 

Gambar 1. Struktur Organisasi Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi 

Adapun manfaat dari BPNT adalah sebagai berikut:  

a) Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai 

mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan 

b) Meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non 

Tunai (GNNT) 

c) Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat 

meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan Strategi Nasional 

Keuangan Inklusif (SNKI) 

d) Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial; 
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e) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan 

kecil di bidang perdagangan.
29

 

2. Kriteria dan Syarat BPNT 

Bank penyalur mengidentifikasi agen bank, pedang atau pihak lainnya untuk 

menjadi E-warong sebagai penyaluran BPNT dengan Kriteria: 

1. Memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang 

sedang berjalan dengan lokasi yang tepat. 

2. Memiliki jaringan informasi dan kerjasama antar agen/toko dengan 

pemasok/distributor bahan pangan yang tersedia dipasar untuk memastikan 

ketersediaan stok bahan pangan bagi pembeli/kpm 

3. Menjual bahan pangan seperti beras dan telur sesuai dengan harga pasar 

4. Dapat melayani KPM dan Non KPM dengan menggunakan struktur perbankan 

5. Memiliki komitmen yang tinggi dalam penyaluran khusus bagi KPM lanjut usia 

dan KPM disabilitas. 

6. Peserta BPNT adalah KPM yang tercantum dalam data DTKS 

3. Pembiayaan. 

Sumber pembiayaan BPNT berasalah dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara 

yaitu: 

a) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 

b) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 

                                                             
29  Ibid, hlm. 4.  
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c) Sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat 

4. Mekanisme dalam pemanfaatan BPNT  

Adapun mekanismenya adalah sebagai berikut: 

a) Datang. 

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) membawa kartu kombo dan berhak 

memilih E-warong yang dikehendaki dan bertanda khusus Non Tunai serta 

sudah bekerja sama dengan Bank Penyalur. 

b) Cek. 

Terlebih dahulu lakukan pengecekan kuota bantuan pangan melalui mesin 

EDC 

c) Pilih. 

Para KPM bebas memilih bahan pangan yang sesuai dengan jumlah sesuai 

kebutuhan, melakukan pembelian dengan memasukkan nominal harga dan 

PIN pada EDC bank. 

d) Terima. 

Para penerima manfaat dapat menerima bahan pangan yang telah dibeli serta 

menyimpan bukti transaksi  setelah berbelanja. 

5. Proses Penyaluran BPNT   

Penyaluran BPNT dilaksanakan secara bertahap dimulai pada bulan Januari 2017 di 

beberapa daerah terpilih yang memiliki kesiapan infrastruktur pembayaran dan jaringan 
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telekomunikasi, kesiapan pasokan bahan pangan, serta dukungan Pemerintah Daerah. 

Adapun indikator dalam penyaluran BPNT antara lain mekanisme pelaksanaan dan 

kesiapan teknologi. Mekanisme penyaluran BPNT dapat dilakukan dengan beberapa 

tahapan yaitu : 

a. Registrasi/ pembukaan rekening 

b. Edukasi dan sosialisasi 

c. Penyaluran dan 

d. Pembelian barang. 

Penyaluran BPNT dilakukan melalui jaringan sistem pembayaran elektronik 

interoperabilitas dan interkoneksi yang melibatkan Bank Penyalur, Prinsipal, dan 

Perusahaan Switching. KPM dapat menukarkan Bansos pangan BPNT mereka dengan 

bahan pangan melalui e-warong, yaitu pasar tradisional, warung, toko kelontong, e-Warong 

KUBE, Warung Desa, Rumah Pangan Kita (RPK), Agen Laku Pandai, Agen Layanan 

Keuangan Digital (LKD) yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya. Penerima 

Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai adalah Keluarga, yang selanjutnya disebut Keluarga 

Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai. Pada tahun 2017. 
30

 

 

 

 

 

                                                             
30

  Ibid, hlm. 10 
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Proses Penyaluran BPNT : 

 

Gambar 2.  Proses Penyaluran BPNT
31

 

Penyaluran BPNT terdiri dari 2 (dua) Tahap, yaitu Transfer Dana Bantuan Pangan, 

dan Notifikasi kepada KPM. Transfer Dana Bantuan Pangan terdiri dari: Pertama, Bank 

Penyalur membukakan Akun Elektronik Bantuan Pangan untuk masing-masing KPM 

berdasarkan DPM-1 Perubahan yang diterima dari Kementerian Sosial. Kedua, 

Pemindahbukuan Dana Bantuan Pangan dari rekening Kementerian Sosial pada Bank 

Penyalur ke Akun Elektronik Bantuan Pangan KPM  dilakukan 30 (tiga puluh) hari 

kalender sejak dana ditransfer dari Kas Negara ke rekening Kementerian Sosial di Bank 

Penyalur. Ketiga, Transfer dana bantuan pangan ke Akun Elektronik Bantuan Pangan  

KPM tidak dikenakan biaya administrasi. Keempat, Aktivasi dilakukan melalui sistem 

Bank pada hari yang sama dengan transfer dana bantuan pangan ke Akun Elektronik 

Bantuan Pangan KPM. 

                                                             
31

  Ibid, hlm. 57 
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Sedangkan Notifikasi kepada KPM terdiri dari: Pertama, Bank Penyalur 

memberikan notifikasi dana  Bantuan Pangan yang sudah ditransfer ke Akun Elektronik 

Bantuan Pangan KPM antara lain dapat berupa SMS ke nomor Ponsel KPM atau  

bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk   menginformasikan ke KPM hal-hal terkait 

Bantuan Pangan Non Tunai. Kedua, Notifikasi sebagaimana dimaksud pada poin di  atas 

sekurang-kurangnya meliputi informasi   bahwa transfer dana Bantuan Pangan ke rekening 

KPM sudah dilakukan serta jumlah dana Bantuan Pangan tersebut. Ketiga, Biaya notifikasi 

menjadi tanggung jawab Bank Penyalur dan tidak memotong besaran Bantuan Pangan. 

Keempat, Pembelian Bahan Pangan oleh KPM pada  e-warong.
32

  

6. Tenaga Pelaksanaan 

Tenaga pelaksanaan BPNT merupakan sumber daya manusia yang melaksanakan 

bantuan sosial pangan yang bertugas membantu tim koordinasi bantuan sosial pangan yang 

terdiri dari : 

a. Koordinator Wilayah 

Koordinator wilayah merupakan petugas yang berada dipusat dan ditetapkan 

oleh sekretaris direktor jendral penanganan fakir miskin dan bertugas 

mengkoordinasikan daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja. Tugas tim 

koordinasi bantuan sosial pangan daerah provinsi yaitu melakukan perencanaan, 

anggaran, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, pemantauan dan evaluasi. 

                                                             
32

  Ibid, hlm. 59. 
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Menerima dan menangani pengaduan dari masyarakat, serta melaporkan 

hasilnya kepada tim koordinasi bantuan sosial pangan tingkat pusat.   

  Adapun fungsi dari tim koordinasi bantuan sosial ini adalah sebagai 

berikut:  

1) Melakukan koordinasi perencanaan dan penganggaran program bantuan 

sosial pangan. 

2) Melakukan koordinasi penetapan program bantuan BPNT dan 

menyiapkan data calon KPM program tersebut serta mendistribusi 

kepada daerah. 

3) Memberikan fasilitas lintas pelaku sosialisasi program bantuan sosial 

pangan ini kepadan tim koordinasi BPNT ditingkat provinsi, 

kabupaten/kota, camat, kepala desa/lurah/nama lainnya 

4) Member pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tim 

koordinasi bantuan sosial pangan provinsi 

5) Memastikan Bank penyalur sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan 

6) Melakukan koordinasi dengan secretariat tim pengendali pelaksanaan 

penyaluran bantuan sosial secara non tunai, bank penyalur atau 

penyediaan bansos Rastra, tim koordinasi bantuan sosial pangan tingkat 
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kabupaten/kota dan pendamping sosial bantuan sosial pangan, dalam 

pelaksanaan program BPNT 

7) Memantau dalam pelaksanaan evaluasi program bantuan sosial pangan 

di provisi dan kabupaten/kota.   

b. Koordinator Daerah Kabupaten/kota 

Koordinator daerah kabupaten/kota merupakan petugas yang berada didaerah 

kabupaten/kota yang ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan 

BPNT sesuai dengan wilayah kerja yang berlaku kuasa pengguna anggaran dan 

bertugas mengoordinasikan pendamping sosial bantuan sosial pangan dalam 

wilayah daerah kabupaten/kota. 

c. Koordinator kecamatan. 

Tim koordinasi bantuan sosial pangan ditingkat kabupaten ditetapkan oleh 

camat dam memiliki struktur yaitu: 

1) Penanggungjawab (camat) 

2) Ketua 

3) Sekretaris merangkap anggota  

4) Anggota 

Adapun ketua, sekretaris dan anggota dapat berasal dari unsur: 

a. Sekretariat kecamatan 

b. Seksi kesejahteraan sosial 
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c. Kepada desa/lurah/nama lainnya 

d. Unsur lain sesuai dengan kebutuhan. 

d. Pendamping Sosial Bantuan Sosial Pangan. 

Pendamping sosial terdiri atas : 

1) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) atau pendamping 

sosial lainnya untuk KPM BPNT non KPM Program Keluarga Harapan 

2) Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (Pendamping PKH) 

untuk KPM BPNT yang menjadi KPM Program Keluarga Harapan. 

 Pendampingan sosial bantuan sosial pangan ditetapkan oleh direktur yang 

menangani pelaksanaan BPNT sesuai dengan wilayah kerja selaku kuasa pengguna 

anggaran dan bertugas dikecamatan dan melaksanakan pendampingan terhadap KPM 

BPNT dalam penyaluran dan pemanfaatan BPNT. 

Pendamping terhadap KPM BPNT oleh pendamping sosial bantuan sosial pangan 

dalam penyaluran dan pemanfaatan BPNT dilakukan dengan cara : 

1) Melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial daerah kabupaten/kota, camat, 

dan kepala desa/lurah/nama lain mengenai pelaksanaan penyaluran BPNT. 

2) Membantu Dinas Sosial daerah kabupaten/kota melengkapi data KPM 

BPNT untuk melakukan penggantian KPM BPNT. 

3) Membangun Dinas Sosial daerah kabupaten/kota dan kepala 

desa/lurah/nama lain dalam membuat jadwal distribusi BPNT. 
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4) Membantu Dinas Sosial daerah kabupaten/kota menyusun laporan 

penyaluran BPNT 

5) Melakukan sosialisasi BPNT kepada KPM BPNT 

6) Mendampingi KPM BPNT selama penyaluran BPNT 

7) Melakukan pemantauan pelaksanaan program penyaluran BPNT. 

Adapun tugas dan fungsi pendamping sosial terpadat pada gambar 3. 

 

 

Gambar 3. Tugas dan Fungsi Pendamping Sosial 
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7. Pemantauan dan Evaluasi 

Para menteri, gubernur, dan bupati/wali kota serta pihak terkait melakukan 

pemantauan pelaksanaan dari sebuah kebijakan dan setiap kegiatan BPNT meliputi : 

a. Pemantauan yang dilakukan untuk mengetahui serta memastikan proses 

pelaksanaan BPNT sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-

Undang. 

b. Pemantauan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai 

dengan kebutuhan. 

 Evaluasi yang dilakukan pemerintah seperti menteri, gubernur, dan bupati/wali kota 

dan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan dalam kebijakan BPNT meliputi: 

a. Evaluasi dilakukan untuk mengukur sebuah kebijkaan pemerintah baik itu 

berhasil atau gagal dalam pelaksanaan BPNT. Evaluasi ini dilakukan pada setiap 

akhir tahun anggaran. 

b. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya masing-

masing dalam melakukan evaluasi kebijakan dalam program BPNT yang 

dilakukan secara berskala. 

c. Hasil dari evaluasi kebijakan dan program BPNT digunakan untuk perencanaan 

tahun berikutnya guna perbaikan program. 
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Dengan demikian bpnt diharapkan mampu untuk mendukung perilaku produktif 

penerima bantuan serta meningkatnya transparansi dan akuntabilitas program bagi 

kemudahan mengontrol, memantau, dan mengurangi penyimpangan. 

D. Kerangka Fikir 

 

BANTUAN PANGAN NON TUNAI 

 

Implementasi kebijakan program BPNT 

George C. Edward III dalam buku Safri dan Setyoko 

 

 Komunikasi: proses penyampaian informasi baik secara langsung maupun verbal 

mengenai proses pelaksanaan sehingga sesuai dengan tujuan dan sasaran 

kebijakan yang ingin dicapai.  

 Sumberdaya: Staf yang berwenang dalam memberikan informasi terhadap 

keluarga penerima manfaat sesuai dengan fasilitas yang memadai. 

 Sikap Implementor: Dalam sebuah kebijakan para pemerintah wajib bersifat 

netral dalam proses penerimaan atau penolakan program bpnt. 

 Struktur Birokrasi: aparatur desa yang terlibat dalam proses penyaluran program 

bpnt dalam memecahkan sebuah masalah baik itu dalam proses penyaluran, 

pengadaan Sembako, ataupun dalam proses pendataan keluarga penerima 

manfaat.  

Tabel 2.1 Kerangka fikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif. Secara sederhana dapat dinyatakan 

bahwa penelitian kualitatif adalah meneliti informan sebagai subjek penelitian dalam 

lingkungan hidup kesehariannya sehingga sedapat mungkin untuk berinteraksi, mengenal 

kehidupan mereka, dan mengamati/mengikuti alur kehidupan informan secara apa 

adanya.
33

 Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk 

kata, kalimat, dan gambar.
34

 

Tujuan dari penelitian kualitatif  ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran  atau 

lukisan secara sistematis, factual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan  antara 

fenomena yang akan diselidiki. Oleh karena itu, penelitian ini memusatkan perhatian pada 

masalah-masalah yang bersifat aktual yaitu gambaran tentang Implementasi Kebijakan 

Program BPNT di Gampong Blang Oi Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. 

 

 

 

                                                             
33

 Muhammad Idrus, metode penelitian ilmu social, (Yogyakarta, Erlangga, 2007) hlm.24 
34

  Sugiono, Metode penelitian administrasi, (Bandung, Cv Alvabeta, 2003) hlm.15 
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B. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi di Gampong Blang Oi Kecamatan 

Meuraxa Kota Banda Aceh yang merupakan gampong pemusatan program BPNT di Kota 

Banda Aceh. 

C. Sumber Data 

Jenis Sumber Data dalam penelitian ini adalah: 

a. Data Primer 

Data perimer merupakan data yang di peroleh dari keterangan langsung 

informan yang ditunjuk oleh penulis. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh 

oleh peneliti adalah melalui wawancara. 

Adapun informasi wawancara adalah sebagai berikut: 

1. Dinas Sosial Kota Banda Aceh 1 orang : untuk mengetahui Informasi tentang 

kebijakan BPNT  

2. Keuchik Gampong Blang Oi : Untuk mengetahui bagaimana proses penyaluran 

program BPNT  di Gampong Blang Oi 

3. Penerima manfaat BPNT sebanyak 1 KPM : untuk mengetahui informasi 

tentang pelaksanaan penyaluran program BPNT 

4. Pemilik E-warung di Gampong Blang Oi : untuk mengetahui informasi proses 

penyaluran dan kendala program BPNT yang diterima masyarakat  
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5. Tim Koordinasi Tingkat Gampong sebanyak 1 orang : untuk mengetahui 

kendala dalam pelaksanaan program BPNT. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder  adalah data-data yang dimanfaatkan oleh peneliti yang berbentuk 

dokumen-dokumen, laporan-laporan dan data-data lain yang relevan dengan 

penelitian ini . 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian 

karena tujuan utama dari penelitian yaitu untuk memperoleh data. Beberapa macam cara 

atau teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut: 

1. Observasi 

Pengumpulan data teknik observasi dilakukan dengan cara pengamatan 

langsung kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata 

sebagai alat bantu utamanya selain panca indra lainnya seperti telinga, hidung, 

lidah, kulit dan pencatatan terhadap program bantuan pangan non tunai. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang 

yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.
35

 Teknik yang digunakan 

                                                             
35

 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 

180. 
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adalah wawancara terstruktur dengan maksud agar narasumber dapat menjawab 

pertanyaan sesuai dengan kebutuhan peneliti. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan tipe informasi untuk memperoleh data sekunder guna 

mendukung hasil penelitian. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara 

mengutip data yang tersedia dari sumber data. Di samping itu, data sekunder juga 

dapat diperoleh dengan cara menelaah dokumen-dokumen, peraturan perundangan, 

dan data tertulis lainnya yang relevan dengan masalah penelitian. 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dilakukan dengan mengunakan data kualitatif yang merupakan 

sumber dari deskripsi yang luas dan berlandasan kokoh, serta memuat penjelasan tentang 

proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Menurut Muhammad Idrus, teknis 

analisis data dalam penelitian kualitatif meliputi langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-

catatan tertulis dari lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus sejalan 

pelaksanaan tertulis dari lapangan. Proses reduksi data akan terus berlangsung hingga 

laporan akhir penelitian lengkap dapat tersusun dengan benar. 
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2. Penyajian Data  

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian 

data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data 

ini, peneliti akan lebih memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus 

dilakukan. Artinya apakah peneliti meneruskan analisisnya atau mencoba untuk 

mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut. 

3. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan  

Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan 

kesimpulan, yaitu sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan. Beberapa cara 

yang dapat dilakukan dalam proses ini adalah dengan melakukan pencatatan untuk 

pola-pola dan tema yang sama, pengelompokan. Kemudian penarikan kesimpulan 

berdasarkan pada pemahaman terhadap data yang disajikan dan dibuat dalam 

pernyataan singkat dan mudah dipahami dengan mengacu pada pokok permasalahan 

yang diteliti.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Implementasi Kebijakan Program BPNT di Gampong Blang Oi. 

Bantuan Pangan Non tunai merupakan bantuan sosial yang disalurkan secara 

non tunai dari pemerintah yang akan diberikan kepada KPM (keluarga penerima 

manfaat) setiap bulannya melalui rekening Bank gunanya untuk membeli bahan 

pangan yang telah ditentukan sehingga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan 

ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta untuk mendorong keuangan 

inklusif. Sumber pembiayaan bantuan pangan non tunai (BPNT) berasal dari 

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sementara sumber pembiayaan 

pelaksanaan BPNT berasal dari: Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APB), Sumber biaya lain yang sah dan 

tidak mengikat. 

Dalam pelaksanaannya Bantuan Pangan Non Tunai sebelumnya itu dilatar 

belakangi dengan sebutan bantuan beras sejahtera. Terjadinya pergantian nama ini 

dikarenakan faktor utamanya banyak masyarakat yang mengeluh terhadap program 

Rastra karena kebanyakan masyarakat hanya mendapatkan beras saja dan mereka 

membutuhkan juga sembako untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pergantian nama 

ini dilakukan pada bulan april 2018 sudah terdapat dalam peraturan menteri sosial 
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nomor 11 tahun 2018.
1
 Dalam pelaksanaan kebijakan, ada 4 faktor yang menjadi 

tolak ukur implementasi, diataranya: 

1. Komunikasi 

 Sesuai dengan perkembangan zaman teknologi komunikasi sekarang ini 

dimana masyarakat bisa mengakses informasi setiap kegiatan ataupun keputusan 

kebijakan dari pemerintah terhadap rakyatnya melalui media sosial/internet.  

Berdasarkan wawancara dengan Geuchik gampong Blang Oi bapak Ardiansyah 

menyatakan bahwa: 

“Menurut saya program rastra kurang berjalan, karena masyarakat hanya 

menerima beras saja, sedangkan masyarakat juga membutuhkan sembako, 

tetapi setelah nama dan juga bentuk bantuan telah di ubah, didalam bantuan 

tersebut juga ada sembako, maka bantuan ini saya rasa sudah sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat”
 2
 

 

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa bantuan sosial ini untuk 

sebelumnya sebutan rastra (beras sejahtera) yang hanya diterima masyarakat itu 

berupa beras saja kurang berjalan, melihat tingkat permasalahan perekonomian 

sekarang yang semakin menurun dan susahkan mencari kerja jadi terbuatlah BPNT. 

Bantuan ini tidak berupa beras saja tetapi melainkan ada sembako lain juga seperti 

telur. Sebenarnya Gampong Blang Oi itu bukan tempat pertama kalinya diresmikan 

program bantuan pangan non tunai (BPNT) tapi melainkan tempat yang menjadi 

pusat peresmian program bantuan tersebut.  

                                                             
1
 Kenali lebih dekat program bantuan pangan non tunai di akses pada 6 Januari 2020 pada 

situs: http://www.kemsos.go.id/ 
2
  Hasil wawancara dengan Geuchik Gampong Blang Oi Ardiansyah pada tanggal 7 Januari 

2020 

http://www.kemsos.go.id/
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Implementasi kebijakan perlu di komunikasi dengan baik dengan bawahan 

dan juga penerima kebijakan, hal ini supaya kebijakan yang telah di tetapkan dapat 

dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya, termasuk dalam pelaksanaan 

kebijakan program BPNT di gampong Blang Oi Kecamatan Meuraxa Kota Banda 

Aceh. Karena dalam prakteknya komunikasi merupakan proses penyampaian 

informasi komunikator kepada komunikan. Tentu apa bila sebuah kebijakan tidak di 

lakukan komunikasi terlebih dahulu maka kebijakan tersebut hanya sekedar tertulis 

tanpa terlaksana dengan baik. 

Dalam pelaksanaan penyaluran program BPNT di gampong Blang Oi. Pihak 

penyaluran BPNT dilakukan oleh pihak Bank penyalur seperti Bank BRI, bank 

mandiri dan sebagainya dilakukan tanpa memungut biaya. Proses penyaluran 

dilakukan melalui pemindahan dana dari rekening direktur yang menangani 

pelaksanaan yang sesuai dengan wilayah kerja selaku pengguna anggaran di Bank 

penyalur kepada rekening KPM. Sebagaimana yang di sampaikan ibu Hani Staf 

Dinas Sosial bagian Bantuan Sosial Masyarakat, 

“BPNT disalurkan di kota Banda Aceh yang memiliki fasilitas jaringan 

komunikasi/internet yang mampu menunjang pelaksanaan penyaluran BPNT 

serta e-warong. Bank penyalur mengidentifikasi agen bank, pedagang atau 

pihak lain. Peserta BPNT yang merupakan keluarga penerima manfaat 

(KPM) wajib tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 

(DTKS).”
3
 

 

Dari hasi wawancara tersebut menggambarkan bahwa, untuk mendapatkan 

bantuan BPNT harus terdatar sebelumnya di Dinas Sosial Kota Banda Aceh, 

                                                             
3
  Hasil wawancara dengan ibu Hani salah satu Staf Dinas Sosial bagian Bantuan Sosial 

Masyarakat Dinas Sosial Kota Banda Aceh tanggal 10 Januari 2020 
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masyarakat yang berhak menerima BPNT telah masuk dalam Data Terpadu 

Kesejahteraan Sosial (DTKS). Proses yang dilakukan pemerintah di Dinas Sosial 

dalam penyaluran BPNT yaitu melalui media sosial, kemudian melanjutkan dengan 

bertatap muka dengan masyarakat penerima manfaat. Beberapa tahapan yang 

dilakukan disaat pemberitahuan dimedia sosial. 

1. Memberi pengumunan mengenai pembukaan bansos BPNT 

2. Pendataan calon penerima BPNT langsung ke Dinas Sosial 

3. Pihak Dinas Sosial mengsurvey kelengkapan berkas dan turun 

kelapangan serta memberika informasi langsung secara tatap muka 

dengan calon penerima manfaat. 

Oleh karena itu masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan BPNT harus 

mengikuti tahap-tahap yang telah di bentuk oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh, 

tahapan ini juga bisa di akses melalui media sosial. Tujuan dilakukan seperti ini 

bermaksud untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi mengenai 

bantuan yang ada di Dinas Sosial. 

Dari segi manfaat, adanya program BPNT ini sangatlah membantu 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, terutama masyarakat 

yang berpenghasilan menengah ke bawah, di tambah lagi kondisi covid-19 yang 

membuat sebahagian masyarakat terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh 

berbagai perusahaan swasta, sedangkan disisi lain sejak adanya Covid-19 yang 

melanda dunia termasuk Indonesia terjadi kenaikan harga sembako. Sehingga 
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hadirnya program BPNT dapat menambahkan pendapatan masyarakat, sebagaimana 

penjelasan salah seorang penerima manfaat BPNT,  

“Alhamdulillah, sejak Covid-19 ini masyarakat tidak terlalu banyak yang 

mengalami kelaparan khususnya di Blang Oi karna bantuan BPNT yang 

dulunya diterima Rp 110.000.00 disalurkan berbentuk beras dan telur 

sekarang menjadi Rp 200.000.00 berupa beras, ayam, dan telur.”
4
 

 

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa jumlah yang tditerima saat 

ini oleh masyarakat sudah dapat memenuhi tingkat kebutuhan yang mereka butuhkan, 

sehingga dapat mengurangi beban anggaran yang mereka butuhkan, adapun data yang 

telah diterima oleh Geuchik Gampong tersebut merupakan data yang langsung dari 

Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Pihak Dinas Sosial yang memberi data langsung 

kepada Geuchik yang berhak menerima bantuan BPNT tersebut. Sebagaimana yang 

disamapaikan Bapak Wuryanto menrutnya: 

 “Mengenai masalah pendataan siapa yang berhak menerima dan yang tidak 

berhak, kami disini tidak ada hak untuk itu semua, karena sejauh ini kami 

selalu mendapatkan data langsung dari Dinas Sosial yang menerima bantuan 

tersebut baik itu bantuan PKH/BPNT. Kemudian tugas kami disini hanya 

membantu penyaluar bantuan yang berupa barang seperti beras dan telur.”
5
 

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa dalam penetapan penerima 

bantuan, pihak gampong tidak memiliki kewenangan untukmenentukannya, karena 

dalam hal ini data tersebut sudah ada pada Dinas Sosial yang hanya di beritahukan 

kepada pemerintah gamlong untuk dapat menyalurkan bantuan yang telah di sediakan 

oleh Dinas Sosial. 

                                                             
4
 Hasil wawancara dengan pemilik warung “e-warong” tanggal 04 Juni 2020 

5
 Hasil wawancara dengan staf bagian Kaur Umum & perencanaan Gampong Blang Oi 

tanggal 04 Juni 2020 
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2. Sumber Daya 

Tujuan pergantian nama yang diberikan pemerintah ini agar Keluarga 

Penerima Manfaat (KPM) dapat membantu masyarakat dalam mermenuhi 

kebutuhannya. Sistem BPNT yang diberikan pemerintah berbentuk non tunai 

digampong Blang Oi menyalurkan uang yang dulunya sebesar Rp. 110.000 sekarang 

menjadi Rp 200.000 perkepala keluarga (KK) yang berbentuk kartu yang bernama 

KKS (kartu keluarga sejahtera) dan yang digunakan oleh masyarakat untuk belanja 

bernama kartu Kombo yang dikeluarkan oleh BRI pusat yang gunanya untuk 

membelikan sejumlah barang seperti beras dan telur. Dan masyarakat juga 

mempunyai hak pilih untuk kebutuhannya bisa memilih telur saja atau beras saja dan 

juga bisa memilih keduanya. Pada tahun 2018 pencairan ini dapat dilakukan setiap 

tanggal 25 saja, sekarang di tahun 2019 sudah berubah di tanggal 10 perbulannya, dan 

sejauh ini hasil program BPNT berjalan sangat baik. 

Mengenai hal nya dengan fasilitan BPNT ini berupa beras, telur, dan alat 

dapur menurut kebutuhan masyarakat masing;masing. Penyediaan barangnya sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan 1 hari sebelum terjadinya pencairan uang 

dikartu e-warongnya yang sekarang berjumlah Rp. 200.000. masyarakat bebas 

memilih kebutuhannya.  

“1 hari sebelum masyarakat mendapatkan kabar uangnya telah masuk ke 

rekening saya sudah dihubungi oleh pihak bank penyalur untuk menyediakan 

stok barang seperti telur, beras, dan sayur;sayuran dan insya Allah dengan 

naikan uang yang diterima masyarakat jadi pihak gampong member usulan 

bahwa akan menyediakan ikan atau ayam. Pihak masyarakat yang 

mendapatkan kartu e-warong tersebut hanya bisa berbelanja sebesar uang 
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yang dikartunya, dan apabila mereka mengambil lebih maka keluarga 

penerima manfaat dapat membeli tapi haru menambahkan uangnya sendiri.”
6
 

Tujuan teknis mekanisme penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai ini 

ditujukan bagi pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai ditingkat  pusat, 

daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota yang bertujuan untuk : 

1. Memberikan informasi dan pemahaman tentang mekanisme pelaksanaan 

penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai 

2. Memberikan solusi terhadap kendala atau permasalahan pada pelaksanaan 

program Bantuan Pangan Non Tunai 

3. Menyajikan pelaporan secara terstandarisasi dalam pelaksanaan Bantuan 

Pangan Non Tunai. 

Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT yang telah ditetapkan oleh 

direktur yang menangani pelaksanaan BPNT sesuai dengan wilayah kerja selaku 

kuasa pengguna anggaran diserahkan kepada tim koordinasi bantuan pangan sosial 

daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota serta bank penyalur melalui sistem 

informasi kesejahteran sosial. 

3. Implementor (Pelaksanaan). 

Dari data yang peneliti terima dari responden terdapat 28 masyarakat yang 

menerima BPNT dan 52 masyarakat yang mendapatkan bantuan PKH dan BPNT dan 

masih ada beberapa masyarakat yang memang layak tapi tidak mendapatkan bantuan 

tersebut dikarenakan ada sebagian masyarakat yang tidak mau mendaftarkan diri ke 

                                                             
6
  Hasil wawancara dengan pemilik warung pada tanggal 04 Juni 2020 
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dinas sosialnya dan ada juga beberapa masyarakat yang telah mendaftarkan diri tetapi 

berkas tidak lengkap maka tidak bisa juga menerima bantuannya. 

Menurut informasi salah seorang warga Gampong Blang Oi yang bernama Ibu 

Supriyani yang mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (bpnt), beliau menyatakan 

bahwa: 

“Saya merasa puas dengan pelayan pemerintah sekarang, apa lagi dengan 

program bantuannya yang dulunya beras miskin sekarang menjadi pangan non 

tunai allhamdulilah telah membantu keluarga saya, dulu nya pas masa beras 

miskin kami sempat beberapa kali mendapatkan beras yang bau dan kurang 

enak dan saya jemur lagi kemudian cuci sampai bersih sebelum dimasak. 

Sekarang kan sejak bantuan pangan itu kami tidak hanya mendapatkan beras 

saja saja juga bisa mengambil telur beberapa untuk stok sehari-hari ketika 

suami saya tidak mendapatkan rezeki dihari itu.”
7
 

 

 

Menurut informasi salah seorang warga Gampong Blang Oi yang bernama Ibu 

Saudah yang tidak mendapatkan bpnt, beliau menyatakan bahwa : 

“Sebelumnya saya pernah mendatangi kantor Dinas Sosial mengantarkan 

berkas, tapi saya tidak tau persyaratannya itu hatu harus ambil rekom dari 

Geuchik dulu. Sdan setelah saya urus ini itu yang dibilang syaratnya katanya 

mereka nanti akan didata dulu di Geuchik Gampong kemudian kalau telah 

memenuhi syarat baru kami proses dan kami survey lagi kelapangan dan itu 

menurut saya dan suami terlalu meribetkan apa mereka tidak percaya dengan 

data kami atau sebagainya. Jadi setelah itu saya tidak mau mengurus lagi 

setelah dia menyatakan kalau bantuan tersebut tidak bisa dicairkan berupa 

uang langsung  tetapi nanti saya diarahin ke bank lagi. Ya sudah saya merasa 

lelah dengan urusan bertelet-tele jadi tidak saya urus lagi, kalau diuruspun sya 

rasa cairnya lama dan susah lagi.”
8
 

Mekanisme penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dilakukan melalui 

tahapan : 

                                                             
7
 Hasil wawancara dengan penduduk penerima BPNT tanggal 27 Februari 2020 

8
 Hasil wawancara dengan salah satu warga Gampong Blang Oi Ibu Saudah tanggal 27 

Februari 2020 
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1. Registrasi/ pembukaan kartu rekening 

2. Edukasi dan sosialisasi 

3. Penyaluran dan  

4. Pembelian barang 

Proses penyaluran BPNT Dilaksanakan oleh Bank penyalur (BRI) dan 

diberikan tanpa pengenaan biaya. Proses penyalurannya dilakukan dengan memindah 

bukukan dana dari rekening direktur yang menangani pelaksanaan BPNT sesuai 

dengan wilayah kerja yang telah ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran di Bank 

penyalur kepada rekening E-wallet KPM BPNT. 

Setalah penyaluran BPNT kemudian proses pembelian barang dilaksanakan 

setelah KPM menerima BPNT paling sedikit senilai Rp 110.000,00 setiap bulan kini 

sejak pandemin Covid-19 terjadi kenaikan uang senilai Rp 200.000,00. BPNT tidak 

dapat diambil secara tunai, hanya dapat digunakan untuk pembelian bahan pangan 

yang telah ditentukan dengan menggunakan kartu Kombo di e-warong, bahan pangan 

yang didapatkan oleh KPM berupa beras dan telur. Pembelian barang oleh KPM 

BPNT di E-warung menggunakan dana rekening e-wallet KPM BPNT, pembelian 

barang tersebut untuk pertama kalinya setelah mendapatkan pemberitahuan dari Bank 

penyalur. Pemberitahuan tersebut paling sedikit berisi informasi mengenai : 

a) Pembukaan rekening KPM BPNT  

b) Personal Indentification Number untuk penggunaan rekening 

c) Jumlah dan dana yang didapatkan 
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d) Tata cara pembelian bahan pangan menggunakan dana dari rekening e-

wallet KPM BPNT 

e) Informasi mengenai tabungan dalam rekening KPM BPNT 

Pembelian bahan pangan menggunakan dana dari rekening e-wallet KPM 

BPNT dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan kebutuhan KPM BPNT yang harus 

langsung mendapatkan bahan pangan setelah melakukan transaksi di e-warong, KPM 

BPNT dapat melakukan transaksi disemua e-warung dan dapat memilih bahan 

pangan yang telah ditentukan sesuai dengan kebutuhan. KPM BPNT dan e-warong 

wajib menyimpan semua bukti transaksi sebagai pertanggung jawaban. Bukti dari 

transaksi tersebut dapat berupa struk pembelian, resi, dan rekapitulasi pembelian oleh 

KPM BPNT, dan Bank penyalur membuat dan menyampaikan laporan kepada 

direktur yang menangani pelaksanaan BPNT sesuai dengan wilayang kerja yang telah 

ditentukan. 
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4. Struktur birokrasi gampong Blang Oi 

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN GAMPONG BLANG OI  

Kepala Desa 

   

  Sekretaris Desa 

Kaur umum dan               Kaur      

Keuangan         Perencanaan 

     Kasie       kasie           kasie  

Pemerintahan     kesejahteraan      pelayanan 

 

 

 Ulee Jurong     Ulee Jurong      Ulee Jurong          Ulee Jurong 

     Balam                           Belibis        Bangau    Merpati 

 

 

Table. 4.1 struktur Birokrasi Blang Oi 

 

Menurut bapak Wuryanto menyatakan bahwa : 

“Disetiap kebijakan pemerintah tidak jauh juga dari masalah terutaman pada 

saat pendataan. Sebenarnya telah berkali-kali diberitahukan bahwa kami 

aparatur desa hanya menerima data yang diberikan oleh Dinas Sosial untuk 

penerima bansos nya terutama di BPNT, kan bantuan ini berupa barang bukan 
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uang jadinya masyarakat banyak yang protes terhadap kenapa saya tidak dapat 

kenapa dia dapat. Kami mencoba menjelaskan mekanismenya dan kami juga 

member tau ke Dinas Sosial terhapat masalah ini, cuma ya mau bagaimana, 

proses dan proses dan prosedurnya sudah ditetapkan oleh pusat” 
9
 

Dalam proses memecahkan sebuah masalah kebijakan BPNT seluruh staf di 

gampong Blang Oi ikut andil dalam penyelesaiannya seperti yang disampaikan pak 

wuryanto, prosesnya menjelaskan secara terperinci terhadap masyarakat. Di gampong 

Blang Oi banyak terdapat penduduk pendatang yang dari luar Kota Banda Aceh yang 

tinggal disana. Meskipun mereka layak menerima BPNT namun tetap diutamakan 

data yang dulu. Meskipun begitu banyak juga masyarakat yang dulunya menerima 

BPNT yang sekarang sudah layak maksudnya disini sudah mampu jadi tidak 

mendapatkannya lagi.  

4.2 Hambatan Dalam Pelaksanaan Program BPNT Di Blang Oi 

Sebagai pemusatan dalam penyaluran BPNT gampong Blang Oi terdapat 

beberapa kendala dimana tidak adanya keadilan dalam pembagian bantuan pangan 

non tunai, jadi siapa saja terdata di dinas sosial maka itu-itu saja yang 

mendapatkannya. Proses pendataannya pun yang menjadi syaratnya memang 

penduduk yang menetap di Blang Oi selama 5 tahun. Dan malahan ada yang telah 

mendapatkan bantuan lain seperti PKH, dia juga mendapatkan bantuan pangan non 

tunai yang berupa kartu yang dapat dibelanjakan di warung yang telah ditetapkan 

oleh Bank penyalurnya. 

                                                             
9 Hasil wawancara dengan staf bagian kaur umum & perencanaan pada tanggal 04 Maret 2020 
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“Dikampung ini banyak sebenarnya masyarakat yang menurut saya layak 

mendapatkan bantuan tersebut, tapi masyarakatnya enggan mau memberikan 

data yang menjadi persyaratannya, ada beberapa yang bilang terlalu ribet dan 

sebagainya. Malah ada yang bilang sudah mengurusnya malahan tidak keluar 

yang ada capek saja yang keluar itu-itu saja”
10

 
 

Tidak hanya itu saja, mengenai hambatan lain seperti halnya stok barang juga 

menjadi faktor utama dalam bansos. Biasanya proses pemesanan barang itu dilakukan 

1 hari sebelum pembagian terhadap masyarakat. Namun pada saat masnarakat 

memilih kebutuhan yang diinginkan namun barang tersebut sudah habis stok, 

sehingga menjadi hambatan dalam memenuhi kebuthan masyarakat. 

Hambatan yang didapatkan yaitu dimana pemasokan barang terkadang 

dibatasi dikarenakan ada beberapa masyarakat juga yang hanya mengambil 1 barang 

saja seperti hal nya beras ada yang mengambil beras saja jadi stoknya menipis. Kalau 

terjadi kehabisan barang maka masyarakat yang telat mengambilnya akan menunggu 

proses pemesannya lagi selama 1 minggu kalau pun masyarakatnya mau mengambil 

bulan depan sekalian bisa juga.  

“kita untuk stok Alhamdulillah lengkap, baik itu beras, telur, sayur-sayuran 

dan bahan lainnya, tetapi karna masyarakat bebas memilih apa yang mereka 

butuhkan maka terjadi juga barang habis yang paling cepat kali habis itu 

seperti beras dan telur. Kan sekarang uang yang dikartu e-voucher menjadi Rp 

200.000 jadi ada yang mengambil beras semua dan ada juga yang mengambil 

telur dan beras juga. Jadi kalau terjadi seperti itu yang telat mengambil berarti 

wajib menunggu pesanan selanjutnya selama 1 minggu dan juga bisa diambil 

sekalian nanti dibilang berikutnya. Jadi dapat double”
11

 

 

                                                             
10

 Hasil Wawancara dengan Geuchik Blang Oi pada tanggal 26 Februari 2020 
11

Hasil wawancara dengan pemilik warung “E-Warong” pada tanggal 04 Juni 2020 
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Selaian itu pemerintah Gampong Blang Oi sulit mendapatkan bantuan BPNT 

dikarenakan banyak masyarakat kurang mampu di gampong tersebut merupakan 

penduduk baru, tentu saja menjadi keprihatinan pemerintah gampong terhadap 

masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan namun semestinya masyarakat tersebut 

layak mendapaykan bantuan. 

Jadi disini terdapat beberapa faktor yang memperhambat berjalannya program 

BPNT yaitu : 

1. Pendataan penduduk 

2. Penyediaan stok barang 

3. Dan proses penyaluran barang. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan. 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitain serta pembahasan sebagaimana telah 

diuraikan pada bagian sebelumnya mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah 

dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai di gampong Blang Oi Kecamatan 

Meuraxa Kabupaten Banda Aceh. Maka dalam penelitian ini penulis menarik 

beberapa kesimpulan yaitu:  

1. Keberhasilan suatu program tidak hanya dilepaskan oleh suatu lembaga 

saja melainkan adanya kerjasama antara lembaga pemberi sebuah 

kebijakan program sosial dengan aparatur desa digampong Blang Oi 

Masyarakat bisa memilih sesuai dengan kebutuhannya masih-masih. 

Sejauh ini bantuan pangan non tunai di Gampong Blang Oi berjalan 

dengan baik sesuai harapan pemerintah untuk meningkatkan efektifitas, 

efisiensi, dan transparan. Dalam lima tahun terakhir  jumlah penerimaan 

bantuan sosial (bansos) terus berkurang digampong Blang Oi dikarenakan 

banyaknya masyarakat yang sudah mampu dan tidak layak untuk 

diberikan lagi. sedangkan yang belum mendapatkan bantuan BPNT itu 

merupakan pendatang dan belum didatakan oleh Dinas Sosial. Tujuan dari 

penyaluran bantuan sosial dan subsidi secara non tunai agar 
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penyalurannya memenuhi 6T yaitu : tepat sasaran, tepat administrasi, tepat 

jumlah, tepat manfaat, tepat waktu dan tepat kualitas. 

2. Terdapatnya hambatan seperti adanya penduduk yang baru menetap di 

gampong Blang Oi sehingga harus di data kembali, terdapat beberapa 

masyarakat yang layak mendapatkan bantuan tersebut namun tidak 

mendapatkan haknya dan mengenai pemasokan barang, karena 

masyarakat bebas memilih barang yang dia inginkan jadinya yang tidak 

mendapatkan akan menunggu sampai pemilik warung menyediakan stok 

barang yang dibutuhkannya. 

B. Saran 

Adapun saran dari penulis mengenai implementasi kebijakan program BPNT 

di gampong Blang Oi meliputi : 

1. Khususnya mengenai pendataan, memang dengan tidak memasukkan data 

yang baru bisa meminimalisirkan kemiskinan, akan tetapi setidaknya bisa 

dilihat juga penduduk yang berdomisili Blang Oi, telah berkeluarga dan telah 

menduduki selama 3 tahun yang kiranya layak diberikan bantuan sosial. 

2. Perlu menyediakan stok tambahan menegani barang habis jadinya masyarakat 

tidak perlu menunggu terlalu lama.  
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